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TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

bahwa sehubungan dengan perkempoangan yang tigaKk sesual

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yand menyebabkan
penggeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dar antar jenis
belanja. keadaan yang menyebabkan sisa lebih tanun anggarar
sebelumnya  harus digunakan wntuk pempiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka peru dilakukan perunanan APBD tanun
dalnggaran 2016

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja daeran tanun
anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan berdasarkan Peraturan
Menter Keuangan 249 langgal 29 Desember 2015 dan Peraturan
Menter Kewangan 259 tanggal 31 Desember 2019,

hahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 203/ KPTS/
BPKAD/ 2016 tanggal 21 Maret 2016

hahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubanan
APBD tahun anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Penakal Abab Lematang hr

Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Normor 32 Tanun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomw 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negala (Lemparan Negard Republik Indonesia Tanun 2004 Nomor
5 Tanibhanan Lemndian Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tanun 2004 Nomor 53 Tambahan lembaran Negara
Repullic Indonesie Nomor 47389)
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Pemeriksaan

Fahun 2004 tentang Sistem Perencanaal

Undang-Unaang NOmot £4
iIndonesia

Pembangunan Nasionat (Lembaran Negara Republk
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RepubliK

Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemernntah Pusat dan Pemerintahan Daeran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22).

Peraturan Pemenmtah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomo! 4503)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)

Peraturan pemernntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomior 138 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139
Tambanan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4577)

Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan wan Fengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daeran (Lembarat Negaia Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tampanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tanun 2000 Nomor 25 Tambahan Lembaran

Negara Repubiiik nqonesia Nomor 4614,

Peraturan Pemenntan Nomor /71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165):
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHR
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dai

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN

AERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
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FTENTANG "RUBAHAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2U1C
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Tahun Anggaran 2016 SEMULA berjumiah Rp
858.636.980.706, 26 berkurang sejumlan (Rp 21.511.971.740,59) sehingga MENJAD! Rp
837.125.008.965,67 dengan nncian sebagal bDerikut
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. FPengeluaran
1} Semula =D 0.0V
2} Bertambah/(Berkurang) Rp 0 00
Jurﬂaﬂﬁ;mzﬂguﬂuu;nrnuuh:unxlhjugbainui <P ___ JS— ﬂi;iﬁgﬁ
Jumlah Pembiayaan Netto setelan Ferubahan a1 5 429 726 228,30
0.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggardl) gelelan Perubahan e

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdir aar

a. Pendapatan Asl Daerat
1} Semula R §& &
2)  Bertambah/(berkurang) §ns N - 373.453 447 Q0)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 35271945 033.26

BOB 441 586,46

b Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang) Kp 2
Jumlah Dana Perimbangan setelah [Ferubanan

Rp 662 350.632 000,00
305 494 395 .00

| ain-lain Pendapatan Daerah yang san

G,
1) Semula Rp. 163.387.857.120,00
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 26.190.919.582 59Y)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

setelan perubahan Rp 137.196 Q37 537 41

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan

a.Pajak Daerah
1) Semula R 15 132.670.673,49
2) Bertambah/(Berkurang) Rp . 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah se,tmdn Daubahan Rp 15.132.670.673.26

b Retribusi Daeran
1) Semula Rp. 5 .699.940.176.00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.731.940.176.00)
Jumlah Retribust Daerah setelah Perubanan Rp 1.968 000 000.00

Lain-lain pendapatan asu gaerah yang san.
1)  Semula F\p 1.065.880.737,00

)

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.105.393.623.00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang san

setelah Perubanhan

)

Rp 18.171.274.360,00

(3) Dana perimbangan sebagaimnana ¢imaksua pada ayat (1) huruf b terdin atas jenis

pengapatan
a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp 244 447 .302.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp_34.935.629.605,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 209.511.672.395.00

p. Dana Alokasi Umum
1) Semula R 319.054 010.000 0Q

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 319.054.010.000.00




c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp 98 849 320.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Ry 37,2471 124 800,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 136.090.444.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdirl atas jenis pendapatan
a. Dana Bagi Hasil Pajak darn Provins: aan Pemerintah Daerah Lainnya

‘1,) Semula Rf;} 259 893.810 ZQO,UO
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 9.143.059.002.09)
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan Rp 20.750.751.287,91

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Khusus

1) Semula Rp. 20.204.160.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 8.624.999./50,00)
Jumlan dana Darurat setelah Perubahan Rp (MRSRI 160, 290,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 52.446.995.250,00
2) Bertambah/(Berkurang) (RPN ZORS S8 SIS 0)
Jumiah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 44 921.026 419.50

d. Pendapatan Lainnya
1) Semula Rp 60.842.891.580,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 896.892.000,00)

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp 59.945.999.580,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 220.037.787.042,00

2. Bertambah/(Berkurang) R, 7.582. 141 0335
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp . 227.619.828.076, 91

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp B538.672. 518 89458
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 20 7 37.7 082 BEsen
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 611.934.807.118,14

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a terdiri dari
jenis belanja .
a. Belanja Pegawal

1. Semula Rp 145.812.845.042,00
2. Bertambah/(Berkurang) e (1. 288, 406.6 A8
Jumlah Belanja Pegawail Setelah Perubahan Rp 7 054 250, 72 1.5

b, Belanja Hibah
1. Semula R 4 950.000.000,00
[

7
2. Bertambahi/(Berkurang) fn 2220 000.000,00
Jumlah Belanja Hinah setelah Perubanan Rp 7.170.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp 845.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp__300.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial sctelah Perubahan Rp 245.000.000,00




d Belanja Bantuan Keuangal SCIFEIR rovins/Kabiupatan/vota  Garn

Pomernntah Dosi
1 Semula Kp 67 420 947 00V oy
O [RertambabiZ e rkut angg) L1
Jumilah Belanja Bantuan Keuangr ASTRINIA b

Provinsi/Kabupaten/iKota darl ofrarintal Lesa

gsetelah Perubahal RN

SRSTAS AL {..r"'“}i“f_ij

a4 883 77 354 0V

o Belanja Tidak Terduga

| Semuls RI¥ (00 000 006 Q0
2 Bertambah/(Herkurany) L F4 [ .U

| | | £
Jumlah Belama Tidak Terduga soteal [ ubsahiarn Hp 000 000 000 00

3 Belanja Langsung sebagalmana dimaksud pasal | MUl b tercir) car jernis

a Belanja Pegawal
4} 6 516 563 664 00

527 BO0. 236,00

| Semula
2 Bertambah/(Berkurang) [

| | . ! sy 'Y (%
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubanan al® 10.147 363 9U0 U0

b Belanja Barang dan Jasa

1. Semulé Rp 2301460491970

2 Bertambah/(Berkurang) Rp 236508498917 Ex4

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan Ak 283 653 548 109 64

¢ Belana Modal
1 semula [p 309 007 902,636 5

2 Bertambah/(Berkurang) (Rp 506874 007 428 O())
Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan

R 348,133 805 108,50

RPasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
a Penerimaan

1. Semula Rp 73.321.73¢ 24
2 Bertambah/(Berkurang) Rp . 2,356,404 495 14
Jumlah penerimaan setelah perubahan RY® 2420 126 228 38

b Pengeluaran

1. Semula M p 0,00
2 Bertambah/(Berkurang) Rp RO A1 [0
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00
2 Jumlah penerimaan dimaksud pada ayat (1) hurul @ tercir darn  jenis
pemblayaan
a SILPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula R p 73.321.733,24
2 Bertambah/(Berkurang) Rp__ 000
Jumlah SILPA setelah Perubahan Kp 719.321.733.24

b SILPA BLUD dan JEN tahun anggaran sebelumnya
1. Semula [ 0,00
2 Bertambah/(Berkurang) RE oo £.996 404 490,14
Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp 2 356,404 495 14
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Pasal 5

Uraian lebih lanut Perubahari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. tercantum pada Lampiran yang merupaKan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeran ini, terdiri dari

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD:

2. Lampiran [l Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintan
Daerah dan Organisasi SKPD

3. Lampiran || Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah.
Organisasi SKPD. Pendapatan. belanja dan Pembiayaan

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan:

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan aan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan PFer
Jabatan:

/. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah:;

8. Lampiran VIl Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
pelum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun
anggaran Ini.

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daeran.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Rancangan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam lembaran Daeran.

Ditetapkan di Talang Ub
Pada tangga\ 25 Oktober 2016

BUPATI »
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Diundangkan di Talang Ubi ~' e 1 AW E
Pada‘tanggal25 Okiober 2016 - H.HERI'AMALINDO

PIt. SEKRETARIS DAERAH
__JKABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

0"/

o K FTawAR S.STP., M.Si
NIP. 197806291 9802 1 002

L EMBARAN DAERAIH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 20168 NOMOR Q03






